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Saleh, Edwin. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Tanpa 
Hak Membawa Senjata Api. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikategorikan sebagai suatu 
tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api 
tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun 
menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan 
kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang 
berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, 
perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum tindak 
pidana kepemilikan senjata api di Indonesia dan mengkaji pertimbangan hakim 
dalam memutuskan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api dan amunisi 
dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/ 2020/PN Slw. Jenis penelitian merupakan 
library research atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum yuridis 
normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Sifat penelitian yang 
menggunakan metode bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan 
adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hukum tindak pidana kepemilikan 
senjata api di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 
1951 Pasal 1 ayat (2) tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere 
Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia 
Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Sedangkan ancaman pidana bagi kepemilikan 
senjata api ilegal terdapat dalam Pasal 1 ayat (1). Pertimbangan hakim dalam 
memutuskan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api dan amunisi dalam 
putusan nomor 36/Pid.Sus/ 2020/PN Slw, sudah tepat dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Pertimbangan hakim sudah memuat pertimbangan yuridis 
dan non yuridis. Adapun pertimbangan yuridis dalam pertimbangan hakim antara 
lain: pertimbangan terhadap dakwaan penuntut umum, keberatan terdakwa, 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan unsur-unsur pasal yang 
didakwakan. Sedangkan pertimbangan non yuridis dalam keputusan tersebut 
meliputi: pertimbangan terhadap fakta-fakta terungkap di persidangan, kondisi 
diri terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, faktor norma agama, kesusilaan dan 
kesopanan, dan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa. 
 




Saleh, Edwin. Considerations of Judges in Deciding Crimes Without the Right to 
Carry Firearms. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti 
University Tegal. 2021. 
Possession of a firearm without a permit can be categorized as a crime, not 
only after committing the act of using the firearm against another person, but 
carrying a firearm or hiding it is a crime. This is because the possession of 
firearms without a permit can be a means of dangerous crimes by perpetrators of 
criminal acts, such as murder, robbery, kidnapping, and theft by weight. 
This study aims to describe the legal arrangements for the criminal act of 
possession of firearms in Indonesia and examine the judge's considerations in 
deciding criminal acts without the right to carry firearms and ammunition in 
decision number 36/Pid.Sus/2020/PN Slw. This type of research is library 
research or library research with a normative juridical approach. The main data 
source is secondary data. The nature of the research that uses descriptive analysis 
method, the analysis used is a qualitative approach to secondary data.  
The results of this study concluded that the criminal act of possession of 
firearms in Indonesia is regulated in the Emergency Law Number 12 of 1951 
Article 1 paragraph (2) concerning Amendment to the "Ordonnantietijdelijke 
Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Number 17) and the Law of the Former 
Republic of Indonesia. Number 8 of 1948. Meanwhile, the criminal threat for 
illegal possession of firearms is contained in Article 1 paragraph (1). The judge's 
consideration in deciding criminal acts without the right to carry firearms and 
ammunition in decision number 36/Pid.Sus/2020/PN Slw, is appropriate and in 
accordance with the laws and regulations. The judge's considerations already 
contain juridical and non-juridical considerations. The juridical considerations in 
the judge's consideration include: consideration of the public prosecutor's 
indictment, the defendant's objection, witness testimony, the defendant's 
statement, evidence, and the elements of the article accused. Meanwhile, non-
juridical considerations in the decision include: consideration of the facts revealed 
at the trial, the condition of the defendant, the consequences of the defendant's 
actions, factors of religious norms, decency and courtesy, and consideration of 
things that are aggravating and mitigating the defendant.  
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1. Apa yang lebih mematikan, pistol atau pikiran? Senapan memberimu 
kesempatan, tapi pikiranlah yang memengaruhimu untuk menarik pelatuk. 
(Yosephine Monica) 
2. Pistol di tangan bernilai berapa pun nomor yang diuji. (Malcolm Forber) 
3. Sekalipun di bawah pengawasan polisi rahasia dengan senjata ditangannya, 
aku tahu apa yang harus aku lakukan. (Soekarno) 
4. Seorang bersenjata dapat mengontrol seratus orang lain yang tanpa senjata. 
(Vladimir Ulyanov Lenin) 
5. Sejak Manusia mampu menciptakan senjata yang mampu menghancurkan 
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A. Latar Belakang  
Saat ini kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di 
dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara 
statistikal, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke 
tahun, salah satunya kejahatan dengan menggunakan senjata api dan senjata 
tajam. Penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam adalah kasus yang paling 
sering terjadi saat ini. Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah 
benda atau alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang 
akibatnya jika tertembak atau tertusuk dapat menyebabkan luka berat ataupun 
kematian. 
Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan untuk 
warganya. Di antara kepentingan tersebut, ada yang bisa sejalan dengan 
kepentingan yang lain, tetapi ada pula kepentingan yang dapat menyulut 
konflik dengan kepentingan yang lain. Hukum sering disalahartikan, hanya 
berfungsi jika terjadi konflik. Padahal, pada hakikatnya hukum sudah 
berfungsi sebelum konflik terjadi, dengan kata lain hukum berfungsi sebelum 
terjadi konflik dan setelah terjadi konflik.1  
Kehidupan masyarakat sipil terdapat beberapa jenis pekerjaan atau 
profesi yang membutuhkan pengamanan lebih, dikarenakan oleh tingkat atau 
resiko kejahatan atau gangguan dan atau ancaman yang akan diterima oleh 
                                                 




jenis pekerjaan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pekerjaan 
lainnya, contohnya seperti tenaga kesehatan, pegawai bank, pegacara dan 
beberapa profesi lainnya. Maka dari itu, seseorang dengan beberapa profesi 
tersebut biasanya melindungi diri mereka dengan menggunakan jasa 
pengawalan atau bahkan memiliki alat untuk melakukan pembelaan diri 
seperti senjata api. Hal ini dilakukan demi tuntutan jenis pekerjaannya yang 
memiliki ancaman kejahatan tinggi. Pada dasarnya setiap manusia memiliki 
hak untuk melindungi diri dan hartanya self defense dari ancaman pihak lain, 
setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Pada dasarnya manusia sebagai pribadi dapat berbuat apa saja secara 
bebas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri maupun 
kebutuhan melanjutkan keturunan.2 Oleh karena itu, setiap orang berhak 
menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya sendiri 
termasuk dengan cara menggunakan, memiliki dan atau menguasai senjata api 
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 
8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata 
Api, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Pengaturan 
Kepemilikan Senjata Api, dan Perpu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan 
Perijinan yang diberikan menurut Undang-Undang Mengenai Senjata Api. 
Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring 
dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi 
                                                 




tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan 
umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok 
akademisi, senjata api ini, seperti yang disampaikan Tom A. Warlow, 
merupakan senjata yang dapat di bawa kemana-mana. Hal ini kemudian 
menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah untuk 
digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban 
berat yang biasa digunakan untuk perang.3 
Senjata api dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan 
tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa 
izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat 
Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api tersebut, 
secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata 
api atau bahan peledak. Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin 
merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia. Selain itu 
digunakannya menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam 
masyarakat, karena dapat disalahgunakan seperti untuk melakukan tindak 
pidana perampokan, penculikan dan sebagainya. 
Mencermati peraturan-peraturan tersebut di atas, maka penggunaan 
senjata api di kalangan masyarakat sipil dibenarkan oleh undang-undang 
dengan syarat memperoleh ijin dari Kepala Kepolisian Negara atau pejabat 
yang berwenang yang ditunjukknya. Hukum dibuat untuk tujuan 
mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat agar 
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terciptanya suatu ketertihan dan keamanan. Namun kenyataannya masih saja 
terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara 
sengaja ataupun tidak sengaja. Terhadap keadaan seperti ini, maka tindakan 
hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sangat diharapkan. 
Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikategorikan sebagai suatu 
tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata 
api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun 
menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan 
kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang 
berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, 
perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan. Seperti halnya 
kasus perkara nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Slw merupakan tindak pidana 
terkait dengan kepemilikan dan membawa senjata api.  
Kasus tersebut bermula dari anggota satreskrim Polres Tegal yaitu 
merencanakan penangkapan terhadap orang yang diduga merupakan pelaku 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan menggunakan senjata api, 
dimana sebelumnya mendapat informasi bahwa pelaku tersebut sedang dalam 
perjalanan menuju pintu tol Adiwerna Kabupaten Tegal menggunakan 
Kendaraan Bermotor Mobil Toyota Caliya, warna merah Nopol B-2068-BYR. 
Kendaraam bermotor mobil tersebut diberhentikan di pintu keluar tol 
Adiwerna Kabupaten Tegal. Di dalam KBM tersebut ada 4 orang yaitu 
terdakwa, saksi Darmaji Bin Kusno, Fian Rantiono Bin Joko Mujiono dan 




perkara tersendiri). Setelah dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan 
terdakwa yaitu tas slempang warna coklat, ternyata berisikan 1 (satu) pucuk 
senjata api laras pendek jenis Revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam. 
Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek 
jenis Revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam adalah milik terdakwa yang 
dibeli pada akhir bulan Desember 2019 di jalan masuk Rengas Dengklok 
Karawang jawa barat dari temannya yang bernama OSIM Als AZIZ seharga 
Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa menguasai senjata api dan 3 
peluru tersebut dengan maksud untuk pengaman dalam melakukan kejahatan 
pencurian. 
Secara normatif, Indonesia sebernarnya termasuk negara yang cukup 
ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. 
Pemerintah memberikan izin kepemilikan senjata api sejak tahun 1998 dan 
sejak 2005 sipil dilarang memiliki senjata api. Namun kenyataannya peredaran 
senjata api di Indonesia pabrikan atau rakitan terus meningkat. Hal ini selain 
disebabkan oleh faktor ekonomi sebagai pemicunya disnyalir oleh kurang 
pahamnya masyarakat tentang prosedur kepemilikan senjata api di Indonesia. 
Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 
Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal. Senjata api 
ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata yang 
tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku 
izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di 




waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan 
senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh 
masyarakat. 
Senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup 
senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, 
dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau 
proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak 
lainnya.4 Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataanya dapat 
dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai 
mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa 
menakutkan dan mengancam ketenangan warga.5 
Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat 
meningkat. Penigkatan ini terjadi baik dari segi jumlah maupun macam 
kejahatan yang terjadi. Kejahatan yang terjadi ini sangat merugikan 
masyarakat yang berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian psikologis. 
Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan 
konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian hukum 
diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.6 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyalahgunaan senjata 
api merupakan kasus yang paling sering terjadi saat ini. Senjata api bagi 
masyarakat awam merupakan sebuah benda/alat yang digunakan untuk 
menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat 
                                                 
4 Runturambi, A. Josias Simon & Pujiastuti, Atin Sri, Op Cit, hlm. 16. 
5 Ibid, hlm. 25. 




menyebabkan luka berat ataupun kematian. Mencermati hal tersebut penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam 
Memutuskan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Api dan Amunisi.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api di 
Indonesia? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tanpa 
hak membawa senjata api dan amunisi dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/ 
2020/PN Slw? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan pengaturan hukum tindak pidana kepemilikan 
senjata api di Indonesia.  
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana 
tanpa hak membawa senjata api dan amunisi dalam putusan nomor 
36/Pid.Sus/ 2020/PN Slw. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang 




1. Secara teoritis, pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum 
pidana khususnya terkait dengan kepemiliksan senjata api. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru dalam bidang 
keilmuan hukum pidana dalam kajian kepemiliksan senjata api dan 
amunisi serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian 
sejenis selanjutnya.  
2. Secara praktis, memberi wawasam dan pengetahuan serta pemahaman 
kepada masyarakat tentang hukum kepemilikan dan membawa senjata api 
serta sanksi hukumnya sehingga dapat mencegah masyarakat dalam 
melakukan tindak pidana tersebut dan mematuhi aturan terkait 
kepemilikan senjata api secara legal.  
E. Tinjauan Pustaka  
Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah 
sebelumnya tentang tindak pidana kepemilikan senjata api yang dapat 
dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan sebagai berikut. 
1. Munandar, Suhaimi, & Adli,7 “Penanggulangan Tindak Pidana 
Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem 
Peradilan Pidana”.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa 
izin, upaya penanggulangan dan hambatan dalam penanggulangan tindak 
                                                 
7 Munandar, Evan., Suhaimi, & Adli, M., “Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan 
dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin dalam Sistem Peradilan Pidana”, Syiah Kuala Law 




pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris 
atau penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang 
berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat,. data dalam 
melakukan penelitian ini melalui penelitian penelitian lapangan dan 
kepustakaan, yaitu: Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh 
data primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-
pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) dan pihak yang tidak 
langsung (informan). 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api tanpa 
izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho karena tujuan membela 
diri, alat untuk mencari nafkah, melaksanakan tugas sebagai balagaransi. 
Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Hambatan 
yang dihadapi kurangnya pengawasan oleh kepolisian maksimal. 
2. Syahputra,8 “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api 
Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban 
bagi pelaku kepemilikan senjata api tanpa izin menurut berdasarkan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatif dengan data sekunder, yang terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis 
data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  
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Hasil penelitian disimpulkan bahwa kualifikasi tindak pidana yang 
terkait kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 
tentang Mengubah “Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” 
(Stblt. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu 
Nomor 8 Tahun 1948. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku 
kepemilikan senjata api tanpa izin menurut Undang-Undang Darurat 
Republik Indonesia Tahun 1951 tentang mengubah “ordonanntietdelijke 
bijzondere strafbepalingen” (stblt. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 diatur secara jelas pada 
Pasal 1 Barang Siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerimaa, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba 
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengaangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau 
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu 
bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara 
seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua 
puluh tahun. 
3. Wahyudi, Ismail, & Afif,9 “Proses Penuntutan Tindak Pidana Kepemilikan 
Senjata Api Secara Ilegal”. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 
dengan pendekatan undang-undang yang mana bahan utamanya adalah 
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data sekunder. Rumusan masalah yang diketengahkan oleh penulis terbagi 
mmenjadi dua yaitu bagaimana perizinan memiliki senjata api menurut 
perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan bagi 
korban dari penyalahgunaan senjata api yang dimiliki secara legal maupun 
ilegal.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa peraturan dan perundang-
undangan telah mengatur dan menjelaskan tentang masyarakat sipil dapat 
memiliki izin untuk memiliki atau menggunakan Senjata Api sesuai 
dengan kegunaan dan seberapa pentingnya Senjata Api tersebut, dengan 
catatan harus memenuhi setiap persyaratan serta perizinan dan lulus dalam 
beberapa rangkaian tes yang dicobakan bagi calon pemegang izin Senjata 
Api tersebut. Setiap perbuatan manusia yang di anggap telah melanggar 
atau melawan hukum yang berlaku harus dipertanggungjawabkan di muka 
peradilan, sama halnya dengan kepemilikan Senjata Api ilegal oleh 
masyaraknt sipil. Dalam Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 
tentang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia dahulu No. 8 
Tahun 1948 dalam pasal 1 ayat (1). 
4. Batubara, Siregar, & Simatupang,10 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak oleh Masyarakat Sipil 
(Putusan Nomor: 79/Pid.B/2016/PN.Blg)”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk 
Pertanggungjawaban Pidana atas penyalahgunaan senjata api. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian normatif adalah penelitian yang 
dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-
buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak penyalahgunaan senjata 
api yang terjadi yaitu telah menjadi gaya hidup selain itu untuk  
menimbulkan rasa aman bagi diri sendiri karena makin maraknya 
peredaran senjata api ilegal di Indonesia. Namun masyarakat kita justru 
bisa tergganggu keamanannya jika mereka tidak mampu menahan 
emosinya dan kurang bertanggung jawab. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kepusatakaan (library research), 
yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau 
majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai 
literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.11 Penelitian ini 
tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan.  
Penulis mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap 
penelitian kepustakaan dan mengambil data baik secara tertulis untuk 
diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman untuk 
                                                 




mendeskripsikan pengaturan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan 
tindak pidana tanpa hak membawa senjata api dan amunisi. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat yuridis 
normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.12 
Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan 
sistem norma yang dibangun mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.13  
Penelitian hukum yuridis normatif merupakan sebuah penelitian 
kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach). Pendekatan perundang-undangan tersebut digunakan untuk 
mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu semua perundang-undangan yang 
berkaitan dengan tindak pidana tanpa hak membawa senjata api dan amunisi. 
3. Sumber Data 
Data penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber data yang 
digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain buku-buku teks, jurnal 
ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian, dan internet, serta sumber-
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sumber lainnya yang relevan.14 Data sekunder yang dimaksud antara lain 
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku 
dan lain sebagainya.15 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.16 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 
Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata 
Api, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Pengaturan 
Kepemilikan Senjata Api, dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1960 
tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut Undang-Undang 
Mengenai Senjata Api. 
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.17 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil 
penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian 
terkait dengan tindak pidana kepemilikan senjata api. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.18 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api. 
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4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data 
tertulis.19 Oleh karena sumber data utama berupa data sekunder, yaitu data-
data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi dengan pengkajian 
informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 
dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. 
5. Metode Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan 
melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara 
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang 
tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 
hasil analisis.20 Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode 
bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan 
kualitatif terhadap data sekunder.  
Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu 
kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan 
hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum 
yang menjadi objek penelitian.21 Analisis dilakukan dengan mengadakan 
pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang 
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diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang 
terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi 
skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. 
Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini sebagai berikut. 
Bab I  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api. Memaparkan teori-teori 
terkait permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang 
senjata api, putusan hakim, dan pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara tindak pidana. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penjabaran hasil 
penelitian meliputi pengaturan hukum tindak pidana kepemilikan 
senjata api di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam memutuskan 
tindak pidana tanpa hak membawa senjata api dan amunisi dalam 
putusan nomor 36/Pid.Sus/ 2020/PN Slw. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan 
saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API 
 
A. Tinjauan Umum tentang Senjata Api 
1. Pengertian Senjata Api 
Istilah senjata api atau sering dikenal pistol digunakan secara 
bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada 
waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih banyak digunakan kalangan 
umum dan jurnalis, sedangkan istilah senjata api lebih cenderung digunakan 
kelompok akademisi.22 Senjata api merupakan senjata yang dapat di bawa 
kemana-mana dan mudah digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan 
beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata spi adalah senjata 
yang menggunakan mesiu (seperti senapan atau pistol) senjata api terbagi 
dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil. Senjata api berat 
adalah senjata api yang besar-besar (meriam). Senjata api kecil adalah senjata 
api yang terutama dirancang untuk dipakai satu orang, dapat digenggam 
dengan tangan, biasanya berkaliber di bawah 20 mm.23 
Senjata api dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 
No. 9 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa senjata api adalah salah satu alat 
untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang perthanan dan 
keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, 
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senjata Api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui 
ketentuan instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar 
para Menteri (Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) 
membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. 
Secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperuntukan bagi 
angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI 
dan POLRI, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan 
keamanan penggunaan senjata api diatur dalam intruksi presiden dimaksud, 
dalam arti senjata api tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas 
tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat No. 12 
Tahun 1951, yang juga senjata api adalah bagian-bagian dari senjata api 
adalah meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk 
bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa 
mengindahkan kalibernya slachtpistolen (pistol penyembelih/pemotong), sein 
pistolen (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda 
bahaya), start revolvers (revolver perlombaan), schijndood pistolen (pistol 
suar), schijndood revolvers (revolver suar), dan benda-benda lainnya yang 
sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu 
pula bagian-bagiannya dengan demikian, yang disebut dengan senjata api 
tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-




Sementara itu menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, senjata apai adalah suatu alat yang 
sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau 
alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang 
dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan 
peledak. 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diperoleh pengertian 
senjata api adalah setiap alat baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, 
yang dapat di operasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, 
atau yang diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat 
perkembangan gas-gas yang dihasiikan dari penyalaan bahan yang mudah 
terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang 
dirancang dan dimaksudkan untuk di pasang demikian. Senjata api merupakan 
senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada 
kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan. Kebanyakan 
senjata api modern mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran 
kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan. 
Senjata api dan amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, 
mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti 
negatif penggunaan senjata api dan amunisi secara melawan hukum akan 
menggangu ketertihan umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman 




2. Izin Kepemilikan Senjata Api 
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan 
Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut: 
“bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai 
dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api 
menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara” 
Mengacu dasar tersebut, setiap izin yang keluar untuk pemakaian atau 
kepemilikan senjata api harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak 
bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan 
pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor 
20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang 
Senjata Api. Menurut Undang-Undang tersebut ada persyaratan-persyaratan 
utama yang wajib dilalui oleh pejabat baik secara perorangan maupun swasta 
untuk memiliki dan menggunakan senjata api.  
Pemberian izin yang dimaksud itu pun hanya dikeluarkan untuk 
kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya 
diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat 
kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta 
mengetahui secara baik peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan 
senjata api. Izin kepemilikan senjata api bertujuan untuk bela diri hanya 
diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih 
secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, 
pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan. Untuk pejabat swasta atau 




presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur 
keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing: Menteri, Ketua 
MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga 
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD dan anggota 
DPR/MPR.24 
Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki 
senjata api hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat 
serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula 
untuk purnawirawan, yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira 
menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di 
Pemerintah/swasta.25 Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran 
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.  
Di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat 
Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II.2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian senjata api 
non organiik TNI/Polri. Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan 
dimiliki adalah senjata api non organik TNI/Polri, berupa senjata genggam 
Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliberr 
12 GA dan KA secara garis besar. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus 
mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri.  
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Prosedur untuk memiliki senjata api terlebih dahulu dilihat dari sisi 
urgensinya. Selain itu mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 
tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil. 
a. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu 
saja, seperti Direktur Utama, Menteri, Pejabat Pemerintahan, Pengusaha 
Utama, Komisaris, Pengacara, dan Dokter. 
b. Calon pemilik senjata api, minimal selama 3 (tiga) tahun wajib memiliki 
keterampilan menembak. Mereka juga diuji melalui tes psikologi dan tes 
kesehatan. 
c. Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin 
dari instansi/kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api. 
d. Jika semuanya sudah tepenuhi maka pemakaian senjata api hanya untuk 
membela diri saja. Senjata api yang diizinkan, yaitu senjata api peluru 
tajam, peluru karet, dan peluru hampa.  
Berikut prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian, 
sebagai berikut: 
a. Pemohon harus memenuhi syarat medis. Jika ingin memiliki senjata api 
legal, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani 
dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi 
keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih 
mempunyai penglihatan normal. 
b. Pemohon harus lolos seleksi psikotes. Orang yang cepat gugup dan panik 




izin kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat 
kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjagaemosi dan 
tidak cepat marah. 
c. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana. Pemohon harus berkelakuan 
baik sebelum mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api. Tidak 
pernah terlibat kasus pidana yang bisa dibuktikan dari SKKB (Surat 
Keterangan Kelakuan Baik) dari Kepolisian. 
d. Usia pemohon harus terpenuhi. Batas usia yang dibolehkan memiliki 
senjata api minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun. 
e. Pemohon harus memenuhi syarat administratif. Syarat administratif yang 
harus dipenuhi berupa: 
1) Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar; 
2) Fotocopy KK sebanyak 5 lembar; 
3) Fotocopy SKCK, rekomendasi Kapolda setempat; 
4) Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar; 
5) Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar; 
6) Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar 
7) Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri 
f. Jenis senjata api yang boleh dimiliki: 
1) Senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 
22 mm. 
2) Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm. 




B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pengertian tindak pidana menurut Simons dirumuskan sebagai, suatu 
perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana 
oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.26 
Strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu 
telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 
sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.27 Pendapat 
lainnya dikemukakan Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar 
larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai 
suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.28 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dipakai di dalam ilmu 
hukum pidana, dalam bahasa Belanda diterjemahkan menggunakan istilah 
“strafbaarfeit”. Istilah “strafbaarfeit” terdiri atas tiga kata, yaitu straf berarti 
hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), dan feit berarti tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah 
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peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.29 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri.30  
Tindak pidana atau strafbaarfeit di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa strafbaarfeit itu. 
Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan istilah delik, yang dalam bahasa 
latin disebut delictum.31 Untuk memahami tindak pidana tidak terlepas dari 
pemahaman tentang pidana itu sendiri. Sebelum memahami tentang 
pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian 
pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum 
pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena 
adanya asas legalitas. Asas ini tercamtum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “nullum dellictum nulla poena 
sine praevia poenali” yang artinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana, 
tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana lebih dahulu. 
Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara 
suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih 
dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang 
dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. 
Memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan 
atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah 
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dipahami secara benar. Tindak pidana juga dapat diistilahkan dengan delik 
yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Kamus bahasa Indonesia 
mendefinisikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.  
Berdasarkan beberapa pendapat beberapa ahli di atas, dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana. 
tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan 
hukum yang berhubungan dengan kesalahan disertai ancaman (sanksi) berupa 
pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana 
sendiri perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh suatu aturan hukum 
dan diancam pidana. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang 
ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan perbuatan itu.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana:  
a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; 
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum; 
d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; 
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.32 
                                                 




Sedangkan menurut Kanter dan Sianturi, unsur-unsur tindak pidana 
meliputi, antara lain: 
a. Subjek; 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana; 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).33 
Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari 
unsur subjekif dan unsur objektif. Penjelasannya sebagai berikut: 
a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana 
tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu sifat melanggar 
hukum, kualitas dari si pelaku, dan Kausalitas yaitu hubungan antara suatu 
tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, 
atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam  
hatinya unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud 
pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP), macam-macam maksud 
(seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
                                                 




pemerasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 
KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu), perasaan 
takut (Pasal 308 KUHP), dan orang yang mampu bertanggung jawab.34 
Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk 
melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup 
perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. Tanpa memandang 
apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya 
sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga, orang yang dapat 
dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokan ke dalam 
beberapa macam yang terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP. 
Berdasarkan urian di atas, secara umum dapat penulis simpulkan 
bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif 
dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar diri 
pelaku seperti sifat pelanggaran, kualitas pelaku, dan kausalitas. Sedangkan 
unsur sujektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, seperti 
kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud percobaan, macam-macam 
maksud kejahatan, perasaan takut dan pelaku mampu bertanggung jawab.  
 
3. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal  
Kontrovesi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu persoalan 
yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau 
tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya 
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dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana 
kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan 
meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan disekitar kita, penembakan oleh 
orang tidak dikenal, terror penembakan disejumlah tempat-tempat umum, 
hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan 
senjata api tersebut. 
Senjata api ilegal merupakan senjata yang beredar secara tidak sah 
dikalangan sipil, tidak diberi izin oleh orang-orang terlatih dan memiliki 
spesialisasi dibidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan 
dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya. Kepemilikan 
senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan 
perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilkan 
senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur 
dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan: 
“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 
menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai 
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, 
amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau 
hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi- 
tingginya dua puluh tahun.” 
Sumber-sumber utama peredaran senjata api ilegal di Indonesia sangat 
beragam dan komplek, antara lain: 
a. Pertama, pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal 




POLRI kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata dibanyak wilayah tidak 
dijaga dengan baik ataupu diinventarisir seperti yang seharusnya, selain 
keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka 
dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan 
menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut 
sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik 
TNI/POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, mudahnya 
penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai 
kelengkapan dari TNI/POLRI dikalangan masyarakat luas termasuk 
dikalangan criminal menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari 
bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggung jawab 
aparat. 
b. Kedua, senjata rakitan buatan lokal, pada dasarnya senjata rakitan juga 
disebut small arms karena merupakan replica dan dirakit secara khusus 
mengikuti pola senjata api standar tempur, hanya bedanya yang pertama 
diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan 
senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh 
home industri ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi illegal 
senjata api terjadi diberbagai negara seperti Afrika Selatan, Asia Selatan 
dan Asia Tenggara. 
c. Ketiga, dari penyelundupan, senjata api ilegal didatangkan dengan banyak 
cara dan selanjutnya akan menghiasi “pasar gelap” senjata api di Indonesia 




Penyelundupan senjata api tidak hanya berkaitan dengan impor namun 
juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan 
eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan 
pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di 
Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan 
cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi 
kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.35 
Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas, 
dilingkungan Kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai 
prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di 
lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki 
senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian 
Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut mewajibkan setiap 
senjata api yang berada ditagan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus 
didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan.  
Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau 
warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat 
izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala 
Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala 
Kepolisian atau orang yang ditunjukkannya. Lebih lanjut, pengajuan izin 
kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang 
                                                 




biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai 
ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 
C. Putusan Hakim  
Putusan hakim atau sering disebut dengan istilah putusan pengadilan 
sangat perlu dalam menyelesaikan perkara pidana. Adanya putusan hakim, 
diharapkan para pihak yang terkait dalam perkara pidana khususnya bagi 
terdakwa bisa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima 
putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan 
sebagainya. Apabila tinjauan optit hakim yang mengadili perkara pidana 
tersebut, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan 
nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau 
fakta, secara mapan dan factual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim 
yang bersangkutan.  
Leden Marpaung memberikan pengertian putusan merupakan hasil 
atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan 
semasak-masaknya yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Ada juga yang 
mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang 
kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan 
ahli hukum.36 Pada praktik peradilan, putusan hakim sebelum pertimbangan 
yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta 
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dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak 
boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti sah yang dimaksud 
adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa. Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan pidana dijatuhkan 
apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut, 
putusan hakim dapat digolongkan ke dalam 3 jenis yaitu: 
a. Putusan Bebas dari Segala Tuduhan Hukum. 
Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan 
pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan 
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya 
dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, terdakwa 
yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika 
itu juga, kecuali karena alasan yang sah, terdakwa masih tetap dalam 
tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara, baik 
untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan teman terdakwa. 
Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan 
mengenai kebenaran atau ia yakin apa yang didakwakan tidak atau 




b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Putusan pengadilan berupa 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan 
kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut 
pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. 
c. Putusan yang Mengandung Pemidanaan. Jenis putusan pengadilan ini 
adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdaka karena 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 
terdakwa bersalah dalam melakukan perbuatan yang didakwakan itu.37 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa putusan 
pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapatkan keyakinan 
bahwa perbuatan terdakwa dan terdakwa dapat dipidana. Adanya kesalahan 
terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya 2 (dua) alat bukti dan hakim 
yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan atas alat bukti yang ada dan 
dengan adanya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti syarat untuk 
menjatuhkan pidana telah terpenuhi. 
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memputus Perkara Tindak Pidana 
Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argumen atau alasan 
yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar 
sebelum memutus perkara.38 Putusan hakim pada praktek peradilan sebelum 
pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik 
                                                 
37 Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2006, hlm. 115-116 
38 Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 




fakta–fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif 
dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak 
boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) 
keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan 
terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu 
dibuktikan (Pasal 184 KUHAP). 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui 
proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat 
pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. 
Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian 
selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Hakim tidak boleh 
menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim 
tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal 
hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Rusli Muhammad 
mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) 
kategori, yakni “Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis 
adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang 




yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal 
dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat 
dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi 
terdakwa, dan agama terdakwa.39 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus operandi 
tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan 
aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis 
barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta dalam 
persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan 
unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya 
dipertimbangkan korelasi antara fakta–fakta, delik yang didakwakan dan 
unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis 
mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur–unsur delik pidana yang 
didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut 
hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga 
harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi 
kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan 
                                                 




pendiriannya. Dalam memutus suatu perkara pidana, dalam melakukan 
pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu40: 
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh 
undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: 
a. Dakwaan Penuntut Umum. Merupakan dasar hukum acara pidana 
karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. 
Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat 
tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan 
hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan. 
b. Keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 184 butir e KUHAP, 
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang 
dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang 
lakukannya atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan 
terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, 
Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum. 
c. Keterangan Saksi. Dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang 
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, 
dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang 
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pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi 
pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya. 
d. Barang Bukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang 
dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan 
sidang pengadilan, yang meliputi: 
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 
tindak pidana; 
2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 
pidana atau untuk mempersiapkan; 
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana; 
4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 
pidana yang dilakukan. 
2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis 
adalah sebagai berikut: 
a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa. Adalah setiap keadaan yang 
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana. 
b. Akibat Perbuatan Terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan 
terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak 




dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat 
luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa 
terancam. 
c. Kondisi Diri Terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan 
fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk 
pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik 
dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan 
psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat 
berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah, 
dan lainlain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah 
predikat yang dimiliki masyarakat. 
d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa. Di dalam KUHP maupun 
KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan 
bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalm 
menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda 
dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai 
pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. 
Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan 
hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat 
pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum 
mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun 




perrtimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut 
merupakan fakta dan terungkap di muka pengadilan. 
e. Faktor Agama Terdakwa. Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali 
dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi 
sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari 
hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata 
untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan, kata “Ketuhanan” 
menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan 
demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada 
Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-ajaran agama. 
Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non 
yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP 
maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor 
agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun meskipun faktor 
agama dimasukkan sebagai pertimbangan non yuridis tidak berarti hal 
ini bermaksud untuk memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula 
berarti menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya 
ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama digolongkan 
pertimbangan yang bersifat non yuridis. 
3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pidana 
Apabila memerhatikan setiap putusan yang dihasilkan lembaga 




memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam Pasal 197 ayat 
(1) huruf f KUHAP disebutkan “putusan pemidanaan memuat keadaan 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.41 
a. Hal-hal yang memberatkan Pidana. Dalam KUHP terdapat tiga hal 
yang dijadikan alas an memberatkan pidana, yaitu sedang memangku 
suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), residive atau pengulangan (titel 6 
buku I KUHP), dan gabungan atau samenloop (Pasal 65 dan 66 
KUHP). 
b. Hal-hal yang meringankan Pidana. KUHP tidak secara rinci mengatur 
hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-
alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu: percobaan (Pasal 53 ayat 
2 dan 3), membantu medeplichtgheid (Pasal 57 ayat 1 dan 2) dan 
belum dewasa minderjarigheid (Pasal 47). Hal-hal tersebut merupakan 
alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing 
diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUHP. 
Pada proses persidangan, hakim harus aktif bertanya dan memberi 
kesempatan kepada pihak terdakwa yan diwakili oleh penasehat hukum untuk 
bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula penuntut umum. Semua itu 
dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya 
hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa 
                                                 




dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa 
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu keputusan hakim juga 
tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil 
sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah 
kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi 
wewenang untuk putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal 
dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada 
seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai 
dengan ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan. 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Hakim Pengadilan Negeri juga 
diatur perihal dalam mengambil suatu keputusan di dalam sidang pengadilan, 
seorang Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: 
1. Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk 
dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-
luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan 
dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak 
secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat 
dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari 




2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana 
mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan 
untuk dengan sengaja melawan hukum. 
3. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada 
unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana 
tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku 
untuk melawan hukum. 
4. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasikan dengan 
melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau 
uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara 
kekeluargaan. 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan keadaan 
sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan 
hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum 
pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga 
baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang 
saja (kalangan kelas bawah). 
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku 
dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di 
atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan 




bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara 
berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya 
persidangan. 
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai 
tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk 
mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, 
membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan 
mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik 
dan berguna. 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh 
pelaku. Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan 
pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk 
dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan 
pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri 
sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah 
untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. 
Di dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Musyawarah 
tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu 
yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Jadi dalam mengambil 
keputusan, hakim juga harus memperhatikan isi dari surat dakwaan. Di dalam 
bukunya, Ramelan (2005:162) menyebutkan bahwa: “Dengan memperhatikan 
ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun 




atau akte (acte van verwizing) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta 
yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelasakan unsur-
unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.” 
Fungsi dari surat dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi 
pihak Kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa, dan dimensi 
pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar 
bagi pemeriksaan di persidangan dan dalam mengambil keputusan. Surat 
dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar 
oleh terdakwa. Dengan demikian, Hakim tidak boleh memutuskan atau 
mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan. 
Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim 
dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi: 
1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. 
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. 
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api di Indonesia 
Senjata api sebagai suatu alat yang sangat berbahaya jika 
pemakaiannya digantungkan pada pemiliknya. Senjata api bisa digunakan 
sebagai alat pertahanan diri mengingat banyaknya angka kriminalitas, sebagai 
sarana olahraga dan berburu. Namun senjata api juga bisa digunakan atau 
sering digunakan dalam membantu melakukan perbuatan kriminal. Oleh 
karena itu, regulasi terkait pemberian izin kepemilikan senjata api di Indonesia 
sangat selektif dan ketat, hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah 
diperiksa kelayakannya dan diberi izin khusus oleh pihak polri yang dapat 
memiliki senjata api.  
Namun pada praktiknya, tidak semua senjata api yang beredar di 
masyarakat memiliki izin dan kelengkapan sesuai dengan yang tercantum 
pada undang-undang. Peredaran senjata api rakitan contohnya dan 
penyelundupan senjata api ilegal yang semakin meningkat. Hal ini 
dikarenakan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
prosedur pemilikan senjata api di Indonesia, serta kurangnya pengawasan dari 
kepolisian dari perizinan senjata yang sudah kadaluarsa. 
Kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia merupakan suatu tindak 
pidana yang memiliki sanksi yang berat. Adapun yang dimaksud dengan 
senjata api menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 




termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 
dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing) 
1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 
Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-
senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang 
yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap 
tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat 
dipergunakan.” 
Ancaman pidana bagi kepemilikan senjata api ilegal terdapat dalam 
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” 
(Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu 
Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatakan bahwa “barang siapa, yang tanpa hak 
memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari 
Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum 
dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman 
penjara sementara setingi-tingginya dua puluh tahun”. 
Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Undang-Undang 
Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan 




1. Barang siapa. Unsur “barang siapa” merupakan subyek hukum yang 
kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas 
perbuatan yang dilakukannya yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) 
maupun korporasi sebagai badan hukum (recht persoon). 
2. Tanpa hak. Unsur “tanpa hak” pada umumnnya merupakan bagian dari 
“melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar peraturan 
tertulis (perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari 
hukum tidak tertulis. Dalam kaitannya dengan UU Drt Nomor 12 Tahun 
1951 adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian 
Republik Indonesia.  
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau 
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu 
bahan peledak. 
Unsur di atas merupakan unsur objektif yang harus dipenuhi untuk 
menjerat pelaku menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 
1951, yaitu merupakan perbuatan ataupun tindakan yang kesemuanya 
bertentangan dan dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana 
oleh peraturan perundang-undangan. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu 
putusan nomor 36/Pid.Sus/ 2020/PN Slw, merupakan salah satu kasus perkara 




persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bahwa 
terdakwa Rahmat Zaelani Als Boy Bin Jamal pada hari Kamis tanggal 30 
Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 
dalam bulan Januari 2020 bertempat di pintu tol Adiwerna Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang 
masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang tanpa hak memasukan ke 
Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persedian padanya 
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.  
Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada 
waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota satreskrim Polres 
Tegal yaitu saksi Windu Wahyu Prastiyo, saksi Roni Aji Santoso dan saksi 
Rendra Martyka Satriawan merencanakan penangkapan terhadap orang yang 
diduga merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan 
menggunakan senjata api dimana sebelumnya mendapat informasi bahwa 
pelaku tersebut sedang dalam perjalanan menuju pintu tol Adiwerna 
Kabupaten Tegal dengan mengguanakan Kbm Toyota Caliya, warna merah, 
Nopol B-2068-BYR. Ketika Kbm Toyota Caliya tersebut sampai di pintu 
keluar tol Adiwerna kemudian saksi Windu Wahyu Prastiyo, saksi Roni Aji 
Santoso dan saksi Rendra Martyka Satriawan menghentikan KBM dan masuk 




terdakwa, saksi Darmaji Bin Kusno, Fian Rantiono Bin Joko Mujiono dan 
saksi Dadi Irwanto Bin Damin (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas 
perkara tersendiri). 
Setelah dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa 
yaitu tas slempang warna coklat, setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) 
pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam. 
Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis 
Revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam adalah milik terdakwa yang dibeli 
pada akhir bulan Desember 2019 di jalan masuk Rengas Dengklok Karawang 
jawa barat dari temannya yang bernama OSIM Als AZIZ seharga Rp. 
2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa menguasai senjata api dan 3 
peluru tersebut dengan maksud untuk pengaman dalam melakukan kejahatan 
pencurian. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver dan 3 (tiga) 
butir peluru tajam diajukan permintaan pemeriksaan Laboratorium Forensik 
Polda Jawa Tengah di Semarang. 
Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik 
Nomor: 584/BSF/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh 
Rostiawan A.A.md.Ak, Indra Romantika H, S.KOM, SH.MH dan Happyn 
Riyono, S.T, M.T, dengan kesimpulan hasil pemeriksaaan sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III maka 
pemeriksa berkesimpulan bahwa: 
1. Barang bukti dengan No Bukti : BB-1216/2020/BSF berupa 1 (satu) pucuk 
senjata api laras pendek adalah merupakan senjata api bukan buatan pabrik 
(senjata api rakitan), laras pendek, jenis Revolver, dan pada kamar peluru 
(silinder) dapat dimasukkan peluru kaliber 9 x 19 mm, senjata api dalam 




2. Barang bukti dengan No Bukti : BB-1217/2020/BSF berupa 3 (tiga) butir 
peluru adalah merupakan peluru tajam , kaliber 9 x 19 mm, 3 (tiga) butir 
peluru tersebut dalam keadaan baik dan aktif serta dapat digunakan untuk 
senjata api bukti (BB-1216/2020/BSF), 
Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, 
mempunyai persedian padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api laras 
pendek jenis Revolver dan 3 (tiga) butir peluru tajam kaliber 9 x 19 mm 
tersebut. Perbuatan terdakwa Rahmat Zaelani Als Boy Bin Jamal sebagaimana 
diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat 
Nomor 12 tahun 1951.  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti 
surat serta dihubungkan dengan barang bukti dimana antara satu dan lainnya 
dalam proses persidangan saling bersesuaian dan saling berkaitan diperoleh 
fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. Karena Terdakwa telah didakwa oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut:  
1. Barang Siapa 
Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini 
adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak 
pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang 
bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya 




tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang 
dilakukannya. 
Di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya 
sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaaan dan pengakuan 
Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta 
didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak 
terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang 
dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Rahmat 
Zaelani Als Boy Bin Jamal yang selanjutnya akan diteliti dan 
dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya.  
Atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata 
Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang 
diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang atau 
subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” 
telah terpenuhi. 
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba 
Memperoleh, Meyerahkan atau Mencoba Meyerahkan, Menguasai, 
Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam 
Miliknya, Menyimpan, Mengangkut Menyembunyikan, Mempergunakan 
atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau 




Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan 
keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti 
yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 
ditangkap oleh anggota Polres Tegal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 
2020 sekitar pukul 12.99 Wib, di Pintu keluar Tol Kalimati Adiwerna 
masuk Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Pada saat 
Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada di KBM Toyota Calya 
tahun 2018, warna merah, No. Pol: B-2068-BYR, No. Ka: MHKA66J3JJJ 
023478 No. Sin: 3NRH309158 bersama 3 (tiga) teman Terdakwa yaitu 
saksi DARMAJI Bin KUSNO, saksi FIAN RANTIONO Bin JOKO 
MUJIONO dan Saudara DADI IRWANTO Bin DAMIN sedang naik 
KBM dimana pada saat itu keluar dari pintu tol Kalimati Adiwerna masuk 
Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. 
Setelah dilakukan penggeledahan kemudian diamankan barang 
bawaan dimana semua barang bawaan dilakukan pemeriksaan dan 
ditemukan tas slempang warna coklat milik Terdakwa dimana di dalam tas 
tersebut terdapat senjata api jenis pistol genggam warna hitam dengan 4 
(empat) silinder 3 (tiga) amunisi Pin 9 mm. Terdakwa mendapatkan 
senjata api genggam jenis pistol tersebut dari saudara OSIM Alias AJIS 
dengan cara Terdakwa membeli senjata api genggam jenis pistol tersebut 
pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan desember tahun 2019 di jalan 





Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya untuk 
menjaga diri pada saat Terdakwa melakukan pencurian dimana senjata api 
genggam tersebut sudah pernah Terdakwa gunakan untuk melakukan 
pencurian sebanyak 1 (satu) kali yaitu di daerah Jakarta namun demikian 
Terdakwa tidak mengetahui secara persis dimana lokasinya dan yang 
mengetahui yaitu saksi DARMAJI Bin Kusno. Terdakwa menguasai 
senjata api jenis pistol genggam warna hitam, dengan 4 (empat) silinder 3 
(tiga) amunisi Pin 9 mm tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari 
pejabat berwenang. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik Nomor: 584/BSF/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang 
ditanda tangani oleh Rostiawan A.A.md.Ak, Indra Romantika H, S.KOM, 
SH.MH dan Happyn Riyono, S.T, M.T, dengan kesimpulan hasil 
pemeriksaaan bahwa barang bukti dengan No Bukti: BB-1216/2020/BSF 
berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek adalah merupakan senjata 
api bukan buatan pabrik (senjata api rakitan), laras pendek, jenis Revolver, 
dan pada kamar peluru (silinder) dapat dimasukkan peluru kaliber 9 x 19 
mm, senjata api dalam keadaan baik dan pernah digunakan untuk 
menembak. Barang bukti dengan No. Bukti: BB-1217/2020/BSF berupa 3 
(tiga) butir peluru adalah merupakan peluru tajam, kaliber 9 x 19 mm, 3 
(tiga) butir peluru tersebut dalam keadaan baik dan aktif serta dapat 
digunakan untuk senjata api bukti (BB-1216/2020/BSF).  
Hasil Penelitian didapat secara Sepsifik benda tersebut sudah 




menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti Laras, Silinder, 
Trigger, Pemukul, Rangkaian Pemukul Ledakkan serta adanya Peluru 
(Amunisi), dan apabila dilihat dari Kondisinya Senjata Api dan Amunisi 
tersebut masih berfungsi dengan Baik dan sangat Berbahaya. 
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis 
Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak memasukkan ke indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba 
meyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, 
amunisi atau sesuatu bahan peledak ”telah terpenuhi. 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut penulis 
sudah benar penuntut umum menerapkan pasal dalam surat dakwaannya 
dan putusan hakin sudah tepat dan sesuai dengan perundang-undangan 
yang berlaku bahwa perbuatan Terdakwa sebagiamana yang didakwakan 
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Oleh karena 
seluruh unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 
12 Tahun 1951 telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan 
terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa 




B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Tanpa Hak 
Membawa Senjata Api dan Amunisi dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/ 
2020/PN Slw 
Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang 
oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang KUHAP). Kata ‘mengadili’ dapat diartikan sebagai 
rangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu 
perkara. Seorang hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kecuali dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah 
yang bersalah melakukannya. 
Selain pembuktian, dalam memputus perkara pidana menurut 
ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam 
sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 
atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan. Berikut pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/ 2020/PN Slw. 
1. Dakwaan Penuntut Umum 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan bahwa terdakwa 
Rahmat Zaelani Als Boy Bin Jamal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 




dalam bulan Januari 2020 bertempat di pintu tol Adiwerna Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang 
masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang tanpa hak 
memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persedian padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau 
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu 
bahan peledak. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara 
seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya.  
2. Keberatan Terdakwa 
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa 
menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan 
keberatan. 
3. Keterangan Saksi 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu Saksi Darmaji Bin Kusno dan 
Saksi Fian Rantiono Bin Joko Mujiono. Kedua saksi tersebut memberikan 
keterangan di persidangan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa 
membenarkan dan tidak keberatan.  
Menimbang, bahwa Hakim Ketua telah memberikan kesempatan 
kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun 




4. Keterangan Terdakwa 
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tegal pada hari 
Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 12.99 Wib, di Pintu 
keluar Tol Kalimati Adiwerna masuk Desa Kalimati, Kecamatan 
Adiwerna, Kabupaten Tegal; 
b. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian yaitu karena 
telah membawa menyimpan memiliki senjata api. 
c. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada 
diKBM Toyota Calya tahun 2018, warna merah, No. Pol : B-2068-
BYR, No. Ka: MHKA66J3JJJ023478 No. Sin: 3NRH309158 bersama 
dengan 3 (tiga) teman Terdakwa yaitu saksi DARMAJI Bin KUSNO, 
saksi FIAN RANTIONO Bin JOKO MUJIONO dan Saudara DADI 
IRWANTO Bin DAMIN sedang naik KBM dimana pada saat itu 
keluar dari pintu tol Kalimati Adiwerna masuk Desa Kalimati, 
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal kemudian dilakukan 
penggeledahan kemudian diamankan barang bawaan dimana semua 
barang bawaan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan tas slempang 
warna coklat milik Terdakwa dimana di dalam tas tersebut terdapat 
senjata api jenis pistol genggam warna hitam dengan 4 (empat) silinder 
3 (tiga) amunisi Pin 9 mm; 
d. Bahwa senjata api yang Terdakwa miliki tersebut yaitu jenis pistol 
genggam warna hitam, dengan 4 (empat) silinder 3 (tiga) amunisi Pin 9 
mm; 
e. Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api genggam jenis pistol di 
dalam tas milik Terdakwa yaitu tas slempang warna coklat bertuliskan 
POLO TWIN; 
f. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api genggam jenis pistol 
tersebut dari saudara OSIM Alias AJIS umur sekira 45 tahun pekerjaan 
buruh yang beralamat di Karawang Jawa Barat; 
g. Bahwa Terdakwa membeli senjata api genggam jenis pistol tersebut 
pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan desember tahun 2019 di 
jalan lupa tepatnya di Rengas dengklok Kota Karawang; 
h. Bahwa Terdakwa membeli senjata api genggam jenis pistol tersebut 
seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 
i. Bahwa Terdakwa membawa senjata api genggam jenis pistol tersebut 
tanpa di lengkapi dengan surat keterangan yang syah dari pistol 
tersebut; 
j. Bahwa Terdakwa membawa senjata api genggam jenis pistol yang di 
lengkapi dengan 3 (tiga) amunisi Pin 9 mm tersebut yaitu untuk 




k. Bahwa senjata api genggam jenis pistol tersebut Terdakwa gunakan 
untuk melakukan pencurian sedangkan Terdakwa tidak 
mempergunakan senjata api tersebut untuk bekerja sehari-hari namun 
demikian senjata api tersebut selalu Terdakwa bawa dan disimpan di 
dalam tas; 
l. Bahwa senjata api genggam tersebut sudah pernah Terdakwa gunakan 
untuk melakukan pencurian sebanyak 1 (satu) kali yaitu di daerah 
Jakarta namun demikian Terdakwa tidak mengetahui secara persis 
dimana lokasinya dan yang mengetahui yaitu saksi DARMAJI Bin 
Kusno; 
m. Bahwa Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota 
Polres Tegal, semua teman Terdakwa yang ikut diamankan dan teman-
teman Terdakwa mengetahui kalua Terdakwa membawa senjata api, 
dimana senjata api tersebut di gunakan untuk melakukan pencurian. 
n. Bahwa sehari -hari Terdakwa bekerja sebagai buruh antar barang di 
Jakarta; 
o. Bahwa setahu Terdakwa saat ini keberadaan saudara OSIM Alias AJIS 
sedang di tahan di rutan namun Terdakwa tidak mengetahui dimana 
saudara OSIM Alias AJIS di tahan; 
p. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat ijin maupun sesuai 
dengan prosedur mengenai kepemilikan senjata api; 
q. Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu memiliki senjata api 
tanpa di lengkapi dengan surat yang syah adalah perbuatan yang salah 
dan melanggar hukum.  
r. Bahwa Terdakwa ketahui Terdakwa tidak berhak memiliki senjata api 
yang berhak memiliki senjata api adalah pihak yang berwajib dan 
sudah sesuai dengan aturan yang berlaku; 
s. Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 
(satu) pujuk senjata api genggam jenis pistol warna hitam, dengan 4 
(empat) silinder di lengkapi 3 (tiga) amunisi ukuran Pin 9 mm adalah 
milik Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah 
tas warna coklat bertuliskan POLO TWIN tersebut adalah tas 
kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) pujuk 
senjata api genggam jenis pistol warna hitam, dengan 4 (empat) 
silinder di lengkapi 3 (tiga) amunisi ukuran Pin 9 mm. 
5. Barang Bukti  
Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di 
persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita 
Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 584/BSF/2020 




A.A.md.Ak, Indra Romantika H, S.KOM, SH.MH dan Happyn Riyono, 
S.T, M.T, dengan kesimpulan hasil pemeriksaaan dapat di lihat pada 
pembahasan sebelumnya.  
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, 
di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 
(satu) Pucuk senjata api genggam jenis pistol warna hitam dengan 4 
(empat) silinder dan 3 (tiga) peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah tas 
slempang warna coklat bertuliskan POLO TWIN yang telah disita secara 
sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk 
memperkuat pembuktian. 
6. Fakta-fakta di Persidangan  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang 
bukti dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian dan saling 
berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada 
pembahasan sebelumnya.  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di 
atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
7. Unsur-Unsur Pasal Dakwaan 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 




Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut; 
a. Barang Siapa; 
b. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba 
Memperoleh, Meyerahkan atau Mencoba Meyerahkan, Menguasai, 
Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam 
Miliknya, Menyimpan, Mengangkut Menyembunyikan, 
Mempergunakan atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata 
Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak; 
Menimbang, bahwa brdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka 
perbuatan Terdakwa sebagiaman yang didakwakan Pasal 1 Ayat (1) 
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan oleh karena itu 
terhadap diri terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. 
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi 
serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “tanpa hak membawa senjata api dan amunisi” sebagaimana 






8. Kondisi Diri Terdakwa  
Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, 
Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang 
diajukan kepadanya dengan baik dan lancar dan Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas 
perbuatannya. 
9. Akibat Perbuatan Terdakwa  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut sedangkan 
Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis 
Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang 
dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan 
bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; 
10. Faktor Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan 
Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata 
untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas 
dendam, akan tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan 
dan mendidik supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf dan menyadari 




dikemudian hari dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada 
masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dengan 
menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan 
kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maka Majelis 
Hakim memandang bahwa terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana 
penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini. 
Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan 
penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan ini Terdakwa ditahan 
dalam Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar 
untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 
ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana juncto Pasal 197 ayat (1) k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan untuk menetapkan agar 






11. Hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa  
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 
dan yang meringankan Terdakwa; 
Keadaan yang memberatkan: 
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. 
Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan 
mengulanginya lagi. 
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. 
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana 
tanpa hak membawa senjata api dan amunisi dalam putusan nomor 
36/Pid.Sus/2020/PN Slw, sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pertimbangan hakim sudah memuat pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non yuridis. Adapun pertimbangan yuridis dalam pertimbangan 
hakim antara lain: pertimbangan terhadap dakwaan penuntut umum, keberatan 
terdakwa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan unsur-
unsur pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan non yuridis dalam 
keputusan tersebut meliputi: pertimbangan terhadap fakta-fakta terungkap di 
persidangan, kondisi diri terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, faktor norma 
agama, kesusilaan dan kesopanan, dan pertimbangan terhadap hal-hal yang 




Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
tersebut hanya mengacu kepada teori pemidanaan yang bersifat relatif yaitu 
pidana bukan dijatuhkan “quia peccatum est” (karena orang berbuat 
kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan 
kejahatan).42 Pada putusan tersebut, hakim terlalu menjunjung aspek 
manusiawi, dapat kita lihat dari relatif ringannya sanksi pidana dari tuntutan 
penuntut umum dan ancaman dalam undang-undang.  
Hakim mempertimbangkan konsep tujuan pemidanaan bukan semata-
mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya 
balas dendam, tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan dan 
mendidik supaya pelaku menjadi insaf dan menyadari kesalahannya serta 
menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan 
memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak 
pidana dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, 
kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. 
Namun menurut penulis hal ini akan mengurangi efek jera yang dapat 
ditimbulkan dari pemidanaan, dan juga kurang tegas untuk menakut-nakuti 
para calon pelaku tindak pidana, bahkan mereka akan menganggap remeh 
ancaman pidana tersebut. Majelis hakim kurang mempertimbangkan aspek 
latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu kepemilikan senjata api dan amunisi 
secara ilegal tersebut dengan maksud untuk pengaman dalam melakukan 
kejahatan pencurian sehingga sudah sepantasnya dihukum yang lebih berat.  
                                                 
42 Muladi & Arief, Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: 





A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hukum tindak pidana kepemilikan senjata api di Indonesia diatur dalam 
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) tentang 
Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 
1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 
8 Tahun 1948. Sedangkan ancaman pidana bagi kepemilikan senjata api 
ilegal terdapat dalam Pasal 1 ayat (1). 
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tanpa hak 
membawa senjata api dan amunisi dalam putusan nomor 36/Pid.Sus/ 
2020/PN Slw, sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pertimbangan hakim sudah memuat pertimbangan yuridis dan 
non yuridis. Adapun pertimbangan yuridis dalam pertimbangan hakim 
antara lain: pertimbangan terhadap dakwaan penuntut umum, keberatan 
terdakwa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan unsur-
unsur pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan non yuridis dalam 
keputusan tersebut meliputi: pertimbangan terhadap fakta-fakta terungkap 
di persidangan, kondisi diri terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, faktor 
norma agama, kesusilaan dan kesopanan, dan pertimbangan terhadap hal-




B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Aparat kepolisian perlu melakukan pengawasan intensif dan ketat dengan 
melakukan razia kepemilikan senjata api guna mengurangi aksi kejahatan, 
dimana akhir-akhir ini banyak warga yang memproteksi dirinya dengan 
senjata api, baik senjata api legal maupun ilegal dan banyak pula kasus 
penyalahgunaan senjata api legal oleh warga sipil, oleh karena itu 
sebaiknya pihak berwajib tidak mempermudah pemberian izin, dan 
persyaratan yang lebih ketat. 
2. Sanksi pidana terhadap terdakwa kepemilikan senjata api seharusnya 
disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena 
jika tidak ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap tujuan pemidanaan, 
meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lamanya atau 
beratnya sanksi yang dijatuhkan seperti pertimbangan-pertimbangan 
hakim, namun tetap saja tidak relevan jika dilihat dari aturan perundang-
undangan yang memberi ancaman yang berat. 
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa lebih 
mempetimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala 
aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa bisa 
sangat meresahkan masyarakat sekitar, mengganggu kenyamanan dan 
keamanan, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pemidanaan dalam hal 
menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan. 
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